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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diberlakukan untuk 

seluruh wilayah Indonesia sejak adanya undang – undang Nomor 73 Tahun 1958 

yang pokonya memberlakukan Undang-undang 1946 Nomor 1 tentang peraturan 

hukum pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, dan mengubah kitab undang-

undang hukum pidana. Kanter dan Sianturi 1982:16 (dalam Syarifin 2000:15) 

merumuskan: 

“Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu 

negara dan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk yang 

memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan 

atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. 

Hukum pidana pun menentukan bilamana dan dalam hal apa pelaku 

pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan 

mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana, dan 

pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang dititikberatkan kepada 

keadilan”. 

 

Berbicara mengenai hukum pidana digunakan KUHP yang diberlakukan 

untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial yang berasal dari 

Wetboek van strafrecht, berlakunya KUHP tersebut menjadi sebuah keunikan 

tersendiri yang mana Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum 

Belanda datang dan mengenalkan KUHP karena Indonesia adalah negara dengan 

pluralisme sistem hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 3 (tiga) sub 

sistem hukum dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Hukum Adat, Hukum 

Islam dan Hukum Barat. (Arif, 2008 :6) 

Hukum adat adalah salah satu sumber hukum nasional yang telah memiliki 

porsinya sendiri diantara sistem-sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Secara 

umum, pelaksanaan hukum di Indonesia yang ada saat ini dibentuk berdasarkan 

pemikiran dari masing-masing daerah dan Bhineka Tunggal Ika (yang artinya 

berbeda-beda tapi tetap satu). (Pide, 2014:4) 
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Selanjutnya, Supomo dan Hazairin (dalam Mustari 2014:4) mengatakan 

bahwa: 

“Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia 

Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan 

keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar -  benar 

hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota – 

anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan 

yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam 

keputusan – keputusan para penguasa adat.”  

 

Hukum adat ataupun hukum pidana adat, tidak bisa terlepas dari aspek 

kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu hukum dan juga hukum pidana 

adat merupakan perwujudan dari kebudayan bangsa Indonesia. Kebudayaan 

atau adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan 

berbangsa, terutama dalam kehidupan masyarakat heterogen, seperti Indonesia 

yang memiliki beraneka ragam agama, budaya, adat istiadat dan suku yang 

berbeda-beda. Di Indonesia masih banyak masyarakat tradisional yang masih 

memegang teguh adat istiadatnya.  

Diantara beragam hukum adat yang tersebar di Indonesia, Hukum adat 

Baduy yang ada di Jawa Barat tepatnya di Banten yang menolak masuknya 

segala macam bentuk modernisasi yang bertentangan dengan larangan dan 

peraturan yang ada  dalam wilayah hukum adatnya, bahkan penolakan 

masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke dalam wilayah baduy, sudah 

menjadi hukum adat yang berlaku mengatur masyarakat adat Baduy selama 

ratusan tahun dari generasi. Bahkan hingga kini hukum adat Baduy masih 

berlaku mengikat bagi masyarakat adat Baduy. Suku Baduy juga memiliki 

peraturan tersendiri mengenai tindak pidana yang sering dikenal hukum 

pidana adat Baduy. (Fathurokhman, 2010:2) 

Baduy merupakan suku adat yang sampai sekarang masih 

memepertahankan hukum adatnya. Mereka termasuk suku yang terisolir di 

Indonesia tetapi bukan diasingkan melainkan mereka yang mengasingkan diri 

dengan pola kehidupan  yang patuh terhadap hukum adatnya, hidup mandiri dan 

tidak mengharapkan bantuan dari orang luar atau orang asing. Masyarakat Suku 
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Baduy juga menutup diri dari pengaruh budaya yang akan masuk dari luar 

(Fathurokhman, 2010:6). 

Jika dikaitkan dengan adanya undang – undang Nomor 73 Tahun 1958 

yang pokonya memperlakukan Undang-undang 1946 Nomor 1 tentang peraturan 

hukum pidana untuk seluruh wilayah Indonesia, dan mengubah KUHP. 

Seharusnya Suku Baduy juga mengikuti sistem pidana Indonesia tetapi 

berdasarkan hasil wawancara tidak terstuktur dalam studi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti pada bulan Juli 2016 dengan wawacara yang di bantu oleh (al) 

yang merupakan Kepala Adat kampung Cikeusik di Suku Baduy Dalam diketahui 

bahwa Suku Baduy memiliki sistem tersendiri untuk menindaklanjuti tindak 

pidana di daerah Suku Baduy. Selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut 

diketahui bahwa Suku Baduy tidak memiliki kitab undang – undang yang 

mengatur tentang apa dan bagaimana mereka melaksanakan sistem pidana adat 

itu,  yang menentukan sanksi atau hukuman kepada tersangka adalah kepala adat 

Suku Baduy berdasarkan dimana dan siapa yang menjadi korban tindak pidana 

tersebut. Suku Baduy memiliki keunikan tersendiri dengan tetap mempertahankan 

hukum atau larangan yang sudah ada sejak dulu secara turun-temurun. Dimana hal 

paling kuat dalam pengelolan kehidupan berkelanjutan di Suku Baduy adalah 

terciptanya sistem hukum, sosial dan budaya yang diturunkan dari agama dan 

keyakinan mereka. Pemimpin Suku Baduy harus dapat menjaga hal tersebut. 

Siapapun yang melanggar maka menerima hukuman. Adanya pikukuh yang 

menurut wikipedia adalah larangan adat atau nilai-nilai kepatuhan (aturan) yang 

harus dipatuhi oleh Suku Baduy merupakan landasan hidup. 

Hadikusuma  (1979:20) menyebutkan bahwa: 

“Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (living law) dan akan terus 

hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dpat dihapus dengan 

perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang – undang yang 

menghapuskannya, akan percuma juga, malahan hukum pidana 

perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena 

hukum pidana adat itu lebih dekat dengan antropologi dan sosiologi dari 

pada hukum perundang-undangan”. 
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Hukum pidana adat atau hukum pidana yang hidup dalam masyarakat 

memang tidak memiliki undang – undnag tetapi tercantum dalam Pasal 22 RUU 

KUHP (2009/2010) dan penjelasannya, menentukan sebagai berikut: 

Ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup 

dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang 

patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak 

diatur dalam peraturan perundanag-undangan. 

Penjelasan : Hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat 

Indonesia. Di Indonesia masih banyak aturan-aturan 

hukum yang tidak tertulis yang hidup dlam 

masyarakat dan berlaku di daerah tertentu secara turun 

temurun selama masyarakat adatnya masih ada. 

 

Adapun studi pendahuluan yang dilakukan peneliti berawal ketika peneliti 

mendatangi wilayah Suku Baduy untuk mendapatkan informasi mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. Di Suku Baduy tersebut peneliti melakukan 

wawancara dengan salah satu warga Baduy Luar Bapak (km), satu warga  Suku 

Baduy Dalam Bapak (sn) tempat dimana peneliti tinggal dan Bapak (al) sebagai 

kepala adat kampung Cikeusik. Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa bukan hanya pendatang yang memiliki beberapa peraturan adat melainkan 

masyarakat Baduy pun memiliki larangan-larangan sebagai berikut: 

1. Tidak boleh sekolah 

2. Tidak memakai sandal 

3. Tidak diperkenankan menggunakan barang elektronik (televisi, 

handphone) (untuk Baduy Dalam) 

4. Tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan baik di wilayah maupun 

diluar wilayah Baduy (untuk Baduy Dalam) 

5. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian lain selain pakaian 

adatnya (untuk Baduy Dalam) 

6. Dilarang melakukan tindak pidana seperti: santet, zina, pembunuhan 

dan sebagainya 

7. Dilarang menikah dengan orang lain atau orang luar (bukan orang 

Baduy) 
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Berdasarkan uraian di atas, berarti Suku Baduy memiliki sistem atau tata 

cara tersendiri dalam menangani masalah pidana yang dianggap menimbulkan 

kegoncangan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan sanksi atau hukuman yang diterima pelaku jika 

melakukan tindak pidana terutama dalam kasus pembunuhan dan bagaimana 

sanksi yang diterima pelaku tindak pidana pembunuhan di luar wilayah adat atau 

diluar wilayah  Suku Baduy, mengingat kenyataan bahwa hukum pidana adat 

Baduy masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Suku Baduy sementara 

pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim. Sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Hukum Pidana Adat 

Suku Baduy Ditinjau Dari Sanksi Pidana Pembunuhan (Studi Kasus 

Terhadap Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten 

Lebak Banten)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan hukum pidana adat Suku Baduy ditinjau dari sanksi 

pidana pembunuhan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum pidana 

adat Suku Baduy ditinjau dari sanksi pidana pembunuhan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan dalam perkembangan Ilmu Pendidikan 

Kewarganegaraan, khususnya dalam studi ilmu sosial terutama menyangkut sosial 

budaya dan hukum adat. 
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1.4.2 Manfaat Prkatis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

bagaimana  Suku Baduy menyelesaikan suatu perkara pidana yang sudah diyakini 

secara turun temurun. 

 

1.4.2.2 Bagi Masyarakat Suku Baduy 

Untuk dijadikan pedoman dalam menjaga sistem hukum pidana tersebut 

karena hal tersebut merupakan salah satu unsur budaya yang dimiliki oleh Suku 

Baduy. 

 

1.4.2.3 Bagi Masyarakat Luar Suku Baduy 

Diharapkan masyarakat di luar Suku Baduy atau masyarakat lainnya 

mengetahui lebih jelas sistem pidana adat Suku Baduy dalam pengertian hukum 

substantif adat Suku Baduy yaitu hukum tidak tertulis yang mengatur hak dan 

kewajiban Suku Baduy yang tunduk pada hukum tersebut, dan hubungan antar 

warganya, dengan menitikberatkan kajian pada hukum pidana materil Suku 

Baduy. 
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